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BAB I
PENDAHULUAN
I.
UMUM

Setiap Reses Masa Persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi  untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010 – 2011, Komisi I DPR RI telah membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja, yaitu Kunjungan Kerja ke Propinsi Riau, Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Maluku Utara. Dalam laporan ini akan disampaikan mengenai Laporan Tim Kunjungan Kerja Ke Propinsi Riau.

II.
MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Riau dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Propinsi Riau yang berkaitan  dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI khususnya permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, serta komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi terkait sebagai mitra kerja  Komisi I DPR RI dalam masa persidangan berikutnya.

III.
WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Riau dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011, dengan komposisi keanggotaan Tim yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang Anggota Komisi I DPR RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Staf Ahli Komisi I DPR RI dan 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI. Tim juga didampingi oleh beberapa pejabat dari kementerian/lembaga mitra yang berfungsi sebagai penghubung dan pendamping.

Adapun daftar nama tim kunker Komisi I DPR RI ke Propinsi Riau secara lengkap adalah sebagai berikut:
	NO
	NAMA
	 NO. ANGG.
	FRAKSI
	KETERANGAN

	1. 
	Drs. Mahfud Siddiq, M.Si
	73
	F-PKS
	Ketua  Tim

	2. 
	Mirwan Amir
	416
	F-PD
	Anggota Tim

	3. 
	Yahya Sacawirya, SIP. MM
	488
	F-PD
	Anggota Tim

	4. 
	Fardan Fauzan, BA., M.Sc
	501
	F-PD
	Anggota Tim

	5. 
	Dra. Lucy Kurniasari
	508
	F-PD
	Anggota Tim

	6. 
	Vena Melinda, SE
	518
	F-PD
	Anggota Tim

	7. 
	Ir. Neil Iskandar Daulay
	179
	F-PG
	Anggota Tim

	8. 
	Ahmad Zaki Iskandar Z, B.Bus
	205
	F-PG
	Anggota Tim

	9. 
	Mahyudin, ST., MM
	251
	F-PG
	Anggota Tim

	10. 
	Yorrys Raweyai
	277
	F-PG
	Anggota Tim

	11. 
	H. Tri Tamtomo, SH
	322
	F-PDIP
	Anggota Tim

	12. 
	Evita Nursanty, M.Sc
	357
	F-PDIP
	Anggota Tim

	13. 
	Heri Akhmadi
	387
	F-PDIP
	Anggota Tim

	14. 
	M. Sahfan Badri Sampurno
	55
	F-PKS
	Anggota Tim

	15. 
	Ir.  Muhammad Najib, M.Sc
	132
	F-PAN
	Anggota Tim

	16. 
	DR.H.Maiyasak Johan, SH.,MH
	283
	F-PPP
	Anggota Tim

	17. 
	H. Ahmad Muzani 
	21 
	F-GERINDRA
	Anggota Tim

	18. 
	Rachel Maryam Sayidina
	26
	F- GERINDRA  
	Anggota Tim

	19. 
	DR.Susaningtyas NH.Kertopati, M.SI
	9
	F-HANURA
	Anggota Tim

	
	
	
	
	

	20. 
	Ahmad Rojali, S.Sos
	-
	Sekretariat Komisi I DPR RI

	21. 
	Suparno
	-
	Sekretariat Komisi I DPR RI

	22. 
	Supriyanto, S.Sos
	-
	Pemberitaan DPR RI

	23. 
	Tubagus Erif Faturrahman
	-
	Staf Ahli Komisi I DPR RI

	
	
	
	


BAB II
PELAKSANAAN KUNJUNGAN

I.
GAMBARAN UMUM KONDISI RIAU
Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas daratan lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 Km2). Administrasi pemerintahan Propinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota yang meliputi 151 kecamatan dan 1622 Desa atau kelurahan. Secara geografis, Riau menempati wilayah yang sangat strategis yaitu berada pada jalur perdagangan internasional (Selat Malaka), berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Riau juga berada di Alur Lintas Timur Sumatera yangmerupakan wilayah cepat tumbuh dan berkembang. Letak strategis ini juga didukung oleh kekayaan alam yang sangat melimpah, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun kekayaan hasil hutan dan perkebunannya, belum lagi kekayaan sungai dan lautnya. 
Jumlah penduduk provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2010 sebesar 5.543.031 jiwa yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsanya yang bermukin di beberapa kota dan desa. Mayoritas suku Riau adalah suku Melayau sehingga Riau berkeinginan menjadipusat dari budaya melayu. Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat terasing di kawasan pedalaman dan bantaran sungai seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

Hubungan kerja antara pemerintah daerah, aparat keamanan (polisi) dengan TNI berjalan harmonis. Hal ini terjadi karena ketiga unsur tersebut kerap melakukan program kerja sama yang melibatkan semua pihak sehingga terjadi komunikasi yang intens. Hubungan ini menjadi lebih kuat karena Riau menjadi area latihan bersama antara TNI dengan pasukan militer di Singapura. 
Pembangunan di Riau menunjukkan trend positif. Kesempatan kerja etiap tahun terus meningkat, sementara setiap tahun jumlah pengangguran danpenduduk miskin terus mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Riau baik Migas maupun non-Migas juga menunjukkan grafik peningkatan setiap tahun. Tren positif ini berkorelasi dengan peningkatan indeks pembangunan manusia di Riau yang menempati rangking 3 di Indonesia berdasarkan survey BPS pada Nopember 2010.
Kendati secara umum data-data statistik di Riau menunjukkan trend positif, masih banyak beberapa permasalahan yang menjadi kendala bagi pembangunan Riau. Diantaranya adalah:
a. Keterbatasan infrastruktur yakni media transportasi terutama jalan provinsi (lintas Kabupaten/Kota)  yang belum terlayani secara optimal, akibat dari volume ruas jalan yang akan dibangun, peningkatan dan rehabilitasi jauh lebih tinggi dari ketersediaan dana. Status jalan di Riau adalah kelas III sementara volume kendaraan yang melewatinya begitu tinggi dengan kapasitas angkutan melebihi batas ketentuan kemampuan jalan kelas III. Pemda Riau tidak mungkin melarang kendaraan pengangkut hasil produksi alam, khususnya sawit, karena hal tersebut merupakan produk unggulan daerah dan mata pencaharian utama masyarakat Riau. Akibatnya, jalan cepat rusak dan berdampak pada tingginya biaya pemeliharaan jalan. Pemda Riau berharap agar jalan raya di Riauu ditingkatkan menjadi kelas I 
b. Rendahnya kuantitas hujan di Riau dan luasnya lahan gambut menjadikan Riau selalu mengalami langganan kebakaran hutan apabila memasuki musim kemarau. Kebakaran ini dapat terjadi dengan sendirinya (alami) maupun karena kesengajaan sebagai upaya pembukaan lahan. Dampak dari kebakaran ini adalah terganggunya aktivitas masyarkat akibat kekhawatiran gangguan penglihatan dan kesehatan (pernapasan) serta konflik dengan negara tetangga. Pemda dan pihak kepolisian telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakuakn tindakan pencegahan melalui upaya sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tetapi hal tersebut kerap menemui berbagai hambatan di lapangan karena luasnya areal perkebunan serta kondisi alam yang mudah terbakar sehingga modus pembakaranpun dapat dilakukan dengan cara sederhana dan mudah
c. Pada tahun ini, Riau akan menjadi tuan rumah dari berbagai event besar baik yang bersifat nasional maupun internasional. Event yang bersifat nasional seperti penyelenggaraan PON atau latihan PPRC tingkat nasional dari seluruh angkatan. Sementara yang tingkat internasional adalah latihan TNI dengan tentara Singapura. Dengan adanya berbagai event nasional dan internasional tersebut, Riau dituntut untuk segera menyelesaikan persoalan sarana prasarana yang ada dan karenanya memohon bantuan maksimal dari pemerintah pusat dalam persoalan dukungan anggaran dan kebijakan politis lainnya.
II. 
KUNJUNGAN TERKAIT BIDANG TUGAS KOMISI I DPR RI
1. 
BIDANG PERTAHANAN

Terkait tugas Komisi I DPR RI di bidang pertahanan, tim kunker Komisi I DPR RI melakukan menerima paparan dan penjelasan serta melakukan kunjungan lapangan terhadap mitra-mitra pertahanan yang berada di Riau. Mitra tersebut adalah Kodam I/Bukit Barisan, Korem 031 Wira Bima, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Pangkalan TNI angkatan Udara Pekanbaru, Batalyon Arhanudse 13/BS, Kikavser Kodam I/BB serta Detasemen Kesehatan Wilayah Korem 031/WB
Berikut adalah hasil laporan dan temuan tim kunker Komisi I DPR RI di bidang pertahanan:

a.
Kodam I / Bukit Barisan

Kodam I/Bukit Barisan merupakan Kodam Komando Kewilayahan Pertahanan dengan tugas melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan dengan pola OMP dan OMSP dengan tujuan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah daratan Kodam I/BB yang merupakan bagian dari NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia di wilayah daratan kodam I/BB dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Sebagai Kodam yang berbatasan langsung dengan banyak negara dan memiliki tanggungjawab terhadap puluhan pulau terluar, secara kondisi alutsista Kodam I/BB tidak seluruhnya beroperasi secara maksimal dan sebagian sudah berusia tua sehingga sangat berpengaruh terhadap akurasi dan presisi senjata saat digunakan. Berikut adalah beberapa laporan kondisi terkini Kodam I/BB:
1) Kodam I/BB memiliki wilayah perbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan India. Tugas dan tanggungjawab Kodam I/BB meliputi Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepri yang terdiri dari 70 kabupaten/kota, 705 kecamatan dan 9847 desa. Luas wilayah yang menjadi tanggungjawab Kodam I/BB adalah  992.154 KM2 yang terdiri dari 77,86% lautan dan 22,14% daratan dengan jumlah pulau sebanyak 3.357 dimana 25 pulau diantaranya merupakan pulau terluar.

2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, kondisi kekuatan organisasi Kodam I/BB saat ini didukung oleh 6 satuan dengan rincian

a) Satuan Intel yang didukung oleh 1 Detasemen Intelijen, 5 Tim Intel Korem dan 31 unit Intel Kodim

b) Satuan Komando Wilayah yang terdiri dari 5 Korem, 31 Kodim dan 354 Koramil

c) Satuan Tempur yang didukung oleh 1 Brigadir Infantri dan 10 Batalyon Infantri

d) Satuan Bantuan Tempur yang didukung oleh 5 Batalyon, 2 Detasemen dan 1 Kompi Kavaleri

e) Satuan Badan Pelaksana terdiri dari 15 Badan Pelaksana

f) Lembaga Pendidikan yang terdiri dari 1 Resimen Induk Kodam (Rindam)

3) Dengan luas wilayah dan tanggungjawab yang begitu besar, Kodam I/BB belum didukung secara maskimal baik dari segi materi alutsista maupun kualitas dan kuantitas personel. Jumlah nyata personel Kodam I/BB dari unsure militer adalah 87% dari TOP/DSPP sedangkan jumlah nyata PNS adalah 32,49% dari TOP/DSPP. Kekurangan jumlah personel tersebut secara substansi akan tertutupi apabila secara kualitas kemampuan personel sangat baik. Dengan segala keterbatasan yang ada, Kodam I/BB telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas personel yang ada dengan penggemblengan mental dan fisik.
4) Kondisi dan materi Alutsista yang dimiliki oleh Kodam I/BB tidak terpenuhi seluruhnya sesuai kebutuhan. Dari kondisi materi alutsista yang ada, tidak seluruhnya siap operasi dan beberapa diantaranya, meskipun masih dapat digunakan, sudah sangat tua usianya. 
5) Terkait dengan pemenuhan minimun essential force sesuai dengan renstra I dan II, di Kodam I/BB akan dibentuk  satuan Yon Armed Roket di Duri, Riau dengan alat utama sistem senjata berupa Astros generasi II/122mm sebanyak 18 pucuk. Juga telah dibentuk satuan komando wilayah baru setingkat Kodim dengan lokasi di Siak dan Rokan Hilir. Dalam hal ini, pihak Pemda Siak menyanggupi untuk menganggarkan pembangunan sebagai bagian dalam APBD Siak tahun 2010 dan menyiapkan lahan seluas 10 ha di Desa Dayun, Kecamatan Dayun untuk pembangunan Kodim Siak. Untuk Kodim di Rokan Hilir, pembentukannya oleh pemda dimulai pada program kerja tahun anggaran 2010 di Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko Rohil senilai 3,2 miliar.
6) Dalam rangka pembinaan teritorial, Babinsa merupakan ujung tombak Kodam dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun demikian, tugas dan tanggung jawab tersebut tidak didukung kesejahteraan yang memadai, dimana dalam satu bulan hanya mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 50.000. Kondisi ini menjadikan para babinsa tidak dapat optimal dalam melaksanakan tugasnya. 
7) Untuk komunikasi, Kodam I/BB didukung oleh tiga perangkat alat komunikasi yaitu Radio HF/SSB, Telepon PT. Telkom dan HT SIMULCAST. Permasalahan dalam sistem komunikasi ini adalah belum adanya alat komunikasi untuk Babinsa sehingga menyulitkan koordinasi langsung dari Satkowil Kodam ke Babinsa. Alat komunikasi yang ada hanya digunakan sampai pada tingkat koramil. Komunikasi babinsa saat ini hanya mengandalkan telpon seluler.

b. 
Komando Resor Militer 031/Wirabima

Komando Resor Militer 031/Wirabima atau Korem 031/WB adalah satuan komando kewilayahan yang berada dalam jajaran Kodam I/BB. Korem 031/WB didukung oleh sejumlah personel yang komposisinya tidak sesuai dengan TOP/DSPP
	URAIAN
	NYATA
	TOP/DSPP
	SELISIH

	Perwira 
	146 
	158 
	 -    12 

	Bintara 
	1.080 
	1.606 
	 -  526 

	Tamtama 
	1.078 
	942 
	+   136 

	PNS 
	92 
	372 
	 - 280 


Untuk kelengkapan alutsista, Korem 031/WB juga tidak dilengkapi peralatan persenjataan yang memadai. Sebagian besar alutsista yang ada usianya sudah tua dan sebagian lagi dalam kondisi rusak berat dan tidak siap operasi. 
Terkait dengan kondisi yang ada, Korem 031/WB menyampaikan saran permohonan penambahan alokasi dana anggaran bagi TNI, khususnya Korem 031/WB, guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dan untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi TNI. 

c.
Pangkalan TNI Angkatan Laut  Dumai
Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai atau Lanal Dumai memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai pelaksana dukungan dan pelaksana operasi. Selaku pelaksana dukungan,  Lanal Dumai adalah komando pelaksana dukungan yang berkedudukan langsung di bawah Dan Lantamal I. Sementara selaku pelaksana operasi Lanal Dumai adalah melaksanakan operasi keamanan laut pada wilayah laut tertentu dan melaksanakan kegiatan intelijen maritim. 
Luas perairan kerja Pangkalan AL (Lanal) Dumai terdiri dari perairan Selat Malaka, Perairan Bagan Siapiapi, Perairan Dumai, Perairan Bengkalis, Perairan sungai Siak dan Perairan Selat Panjang. Letak geografis Lanal Dumai sangat berdekatan dengan pesisir Semenanjung Malaysia dan Singapura. Jarak antara wilayah daratan yang terdekat adalah Tanjung Medang (Pulau Rupat) dan Tanjung Rachado (Port Dickson) dapat ditempuh 1 jam pelayaran dengan menggunakan speed boat. Selain itu, di wilayah lanal Dumai juga terdapat 8 (delapan) obyek vital yang sangat strategis. Sementara Lanal Dumai dihadapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga mengakibatkan belum optimalnya Operasi Kamla yang telah dilakukan.
Tidak seperti pangkalan utama, Lanal Dumai tidak didukung oleh marinir pertahanan pangkalan (Marhanlan) karena memang demikian kebijakan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam masa yang akan datang perlu dipertimbangkan keberadaan Marhanlan di setiap lanal untuk lebih memperkuat penjagaan dan pertahanan pangkalan dari ancaman keamanan dan pertahanan yang datang dari laut, khususnya wilayah perbatasan.
Dengan letak perairan yang sangat berdekatan negara tetangga, strategis dan kaya akan kekayaan laut, maka banyak potensi yang menimbulkan berbagai kerawanan antara lain: 
· Kecelakaan Laut: 
Sering terjadi karena lalu lintas perdagangan lintas batas menggunakan perahu rakyat yang menyeberangi Selat Malaka menuju daratan Malaysia tanpa didukung peralatan navigasi yang cukup. 
· Perompakan: 
Didaerah Pulau Jemur sampai perairan Tanjung Balai Asahan. 
· Illegal Logging: 
Penjualan kayu ilegal ke Malaysia dengan menggunakan kapal-kapal kecil tradional. Kegiatan ini diindikasi dan didanai oleh cukong kayu dari Malaysia. 
· Illegal Fishing: 
Banyak dilakukan oleh kapal ikan Malaysia yang menangkap ikan di perbatasan yang ada kalanya masuk ke wilayah perairan Indonesia. 
· Perkelahian Nelayan:

Perkelahian kerap terjadi antar nelayan dari kabupaten/kota berbeda karena memperebutkan wilayah operasi penangkapan ikan. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa nelayan dari wilayah lain tidak diperbolehkan mencari atau menagkap ikan di wilayah perairan yang bukan domisilinya. 
Lanal Dumai didukung oleh 6 (enam) Pos TNI Angkatan Laut (Posal) dan 2 (dua) Posal Satuan Radar. Anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan posal adalah 2.500.000 pertahun. Jumlah tersebut tentu saja jauh dibawah kecukupan. Salah satu posal terletak di Pulau Jemur. Pulau ini bukan merupakan salah satu pulau terdepan walaupun tidak berbatasan langsung dengan negara lain (Malaysia). Namun demikian, pulau ini pernah masuk dalam web Malaysia dan diklaim sebagai salah satu wilayah wisata Malaysia. Lanal Dumai kemudian mendirikan posal di pulau tersebut dan secara bertahap diikuti oleh instansi pemerintah lainnya, yaitu kelautan dan perikana, serta Pemda.
Untuk kekuatan radar yang dimiliki, kondisinya saat ini sudah sangat tua dan display tidak bagus. Namun demikian Lanal terkendala dalam melakukan pembetulan peralatan radar tersebut karena tidak mendapatkan ijin dari Amerika (selaku produsen radar tersebut) untuk membongkar atau membetulkan sendiri. Kondisi ini menjadikan lanal dalam posisi sulit karena proses perbaikan alat tersebut sangat lambat dan memakan waktu berkepanjangan, sementara keberadaannya sangat vital dan dibutuhkan segera. Terkait dengan hal tersbut, Komisi I DPR RI memberikan dukungan kepada Lanal untuk melakukan perbaikan sendiri terhadap radar tersebut berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi bahwa perbaikan oleh anak-anak bangsa mampu dilakukan dengan hasil yang jauh lebih baik dan memuaskan bahkan memodifikasi menjadi lebih canggih dan sesuai, berdasarkan kebutuhan yang ada.
Terkait dengan persoalan kesejahteraan, prajurit yang bertugas di Lanal Dumai belum didukung oleh perumahan dinas. Lanal Dumai telah mengajukan permohonan pengadaan rumah dinas ke pemerintah pusat namun belum terrealisir. Sedangkan untuk logistik, seperti pakaian dan seragam, prajurit di lapangan hanya menerima satu stel seragam per tahun dari dua seragam yang seharusnya mereka terima.
Dalam rangka Binpotmar, Lanal mendapatkan anggaran 2,5 juta per tiga bulan. Dana tersebut masih jauh dari pemenuhan kebutuhan. Untuk menutupi keterbatasan anggaran, Lanal Dumai bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berkelanjutan karena akan menciptakan ketergantungan lanal terhadap pemda. 

Lanal Dumai rutin melakukan operasi keamanan laut setiap hari. Kendala besar yang dihadapi adalah kondisi kapal yang kurang dilengkapi perlengkapan serta kendala bahan bakar minyak. Khusus dalam persoalan BBM ini, lanal telah menerima anggaran untuk pembelian BBM dalam bentuk sebagaimana yang dibutuhkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, jumlah anggaran tersebut selalu mengalami kekurangan dikarenakan harga BBM yang cenderung naik dari harga yang diajukan semula. Karena itu, lanal mengharapkan untuk supplai BBM tidak diberikan dalam bentuk rupiah, tetapi dalam bentuk kuantum.
d. 
Pangkalan TNI Angkatan Udara Pekanbaru

Pengkalan TNI Angkatan Udara Pekanbaru atau Lanud Pekanbaru memiliki tugas pokok untuk menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya, pembinaan potensi dirgantara serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya. Tugas pokok tersebut tidak didukung oleh alutsista, sarana prasarana yang memadai, sumber daya manusia serta kesejahteraan/logistik yang memadai atau sesuai kebutuhan. 

Dalam persoalan sumber daya manusia, jumlah personel Lanud Pekanbaru baik militer maupun sipil masih banyak mengalami kekurangan (hanya terpenuhi 71%). 
Lanud Pekanbaru saat ini hanya memiliki satu skuadron tempur. Kondisi ini tergolong minim, mengingat wilayah pengawasannya di seluruh Sumatra, termasuk perairan paling sibuk di dunia, Selat Malaka. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Lanud Pekanbaru didukung oleh 1 (satu) Skadron Udara pesawat tempur Hawk 100/200 sebanyak 17 pesawat: 13 tipe Hawk 200 dan 4 tipe Hawk 100. Namun demikian, dari sejumlah pesawat tersebut, yang layak terbang sangat terbatas yaitu hanya 4 buah pesawat. 13 pesawat yang lainnya grounded dan dalam perawatan. Kondisi ini menyebabkan pesawat yang layak terbang tersebut sering digunakan sehingga usia jam terbangnya jauh melebihi usia pesawat itu sendiri. Akibat dari terlalu seringnya penggunaan pesawat berdampak pada percepatan kerusakan. Pada tahun 1998, Lanud Pekanbaru mendapat masukan 1 unit pesawat Hawk dari pontianak. Secara usia, pesawat ini jauh lebih muda dan secara teknologi lebih canggih. Akan tetapi, secara jam terbang, pesawat ini justru lebih sering digunakan daripada pesawat Hawk yang telah ada sebelumnya di Lanud Pekanbaru. Disamping itu, kondisi pesawat yang laik terbang tersebut tidak dilengkapi oleh perlengkapan semestinya, seperti teknologi persenjataan otomatis. Sehingga untuk melakukan penembakan atau pemboman, dilakukan secara manual berdasarkan perkiraan tanpa adanya kontrol yang otomatis mengunci sasaran. 
Terkait dengan kondisi tersebut, Lanud telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan. Kendalanya bukan semata persoalan anggaran terapi juga pada persoalan politik dan manajemen perusahaan. Dalam persoalan politik, pembelian suku cadang Hawk terkendala kebijakan embargo militer dari Inggris sebagai produsen Hawk. Sementera dari segi manajemen perusahaan, terkendala karena produsen Hawk tidak lagi membuka agen resminya di Indonesia. Sehingga apabila Indonesia hendak memberli suku cadang, harus melalui mekanisme pembicaraan G to G yang memakan waktu panjang.
Untuk memenuhi kebutuhan pesawat dan karena jenis alutsista belum mampu diproduksi di dalam negeri, telah dilakukan kredit ekspor (KE) Hawk. Kendala utama dari KE adalah juga persoalan waktu yang begitu panjang. KE Hawk masuk rencana pada tahun 2005 yang baru menjadi kontrak pada tahun 2007. Efektif dari kontrak tersebut berlaku mulai tahun 2010. 
Peningkatan alutsista di Lanud ini sangat penting mengingat skuadron ini hanya satu-satunya yang ada di Sumatra. Jumlah satu skuadron dengan 17 pesawat tempur jenis Hawk tersebut diman asebagian besar pesawat dalam kondisi rusak dan grounded sangat tidak ideal untuk mengawasi seluruh wilayah udara Sumatra. Terlebih-lebih, Riau merupakan wilayah Indonesia yang paling dekat dengan jalur perairan internasional Selat Malaka.
Untuk dapat menerbangkan Hawk, maka diperlukan sebuah simulator Hawk. Lanud Pekanbaru memiliki satu simulator Hawk. Akan tetapi simulator ini tidak dapat berfungsi karena usianya sudah tua dan rusak. Hal in iberdampak pada sumber daya penerbang dalam menerbangkan Hawk. 
Air Combat Manoeuvring Range (ACMR) adalah salah satu alat yang juga sangat dibutuhkan dalam mendukung operasional Hawk. Lanud Pekanbaru pada awalnya memiliki sarana latihan ACMR yang dilengkapi oleh modul-modul lengkap dan vital serta kompatibel dengan jenis Hawk 100/200. Hal tersebut merupakan hasil kontrak kerjasama militer dengan angkatan udara Singapura (RSAF). Tetapi setelah masa kontrak kerjasama habis pada tahun 2003, RSAF mengambil kembali seluruh modul-modul vital ACMR tersebut sehingga Lanud Pekanbaru tidak dapat menggunakan ACMR yang ada. Beberapa Lanud lain memang memiliki ACMR terbaru, tetapi tidak cocok untuk jenis Hawk yang dimiliki Lanud Pekanbaru.
Air Weapon Range (AWR) atau sarana latihan untuk menjatuhkan bom dari pesawat. Dalam kondisi dimana penembakan dan pemboman dilakukan secara manual, keberadaan sarana latihan ini sangat diperlukan untuk mengasah feeling para air fighter. Lahan untuk latihan ini bukan miliki Lanud, melainkan milik Kementerian Kehutanan sehingga penggunaanya memerlukan ijin. Permasalahannya adalah, perijinan penggunaan lahan tersebut saat ini telah habis masanya dan belum mendapatkan perpanjangan.

Penerbang belum optimal dalam melaksanakan penembakan rudal sidewinder dan Maverick karena belum pernah melaksanakan uji tembak live. Untuk melakukan uji tembak live, resikonya sangat tinggi dan mahal. Selain itu, persenjataan udara yang digunakan, yaitu rudal AIM 9P-4 sidewinder akan expired dan belum ada rudal pengganti yang dialokasikan.
Untuk kesejahteraan, tidak semua prajurit menempati rumah dinas dan diantara rumah dinas yang ada tersebut, kondisinya banyak yang sidah tidak memadai untuk ditempati karena sudah tua dan banyak yang rusak. Berikut ini adalah data perumahan anggota Lanud Pekanbaru:
-  Anggota  efektif  yang berkeluarga
:  920   kk
-  Rumah  negara  yang  ada 
:  487   unit
-  Jumlah kekurangan  rumah negara
:  433   unit 

-  KK  tinggal  di asrama
:    22   kk
Demikian juga dengan dukungan fasiolitas kesehatan. Lanud Pekanbaru memiliki sebuah layanan kesehatan berupa rumah sakit dengan tipe 3. Namun sarana dan prasarana medis yang dimiliki sangat tidak lengakp dan tidak memadai.
Permasalahan berikutnya adalah tanah pencadangan. Tanah ini dimaksudkan sebagai lahan yang direncakanan untuk pembangunan perluasan areal Lanud Pekanbaru ke depan. Masalahnya, tidak semua area yang masuk dalam tanah pencadangan ini statusnya milik lanud. Sebagian besar adalah milik masyarakat yang telah memiliki sertifikat secara sah. Pemda telah memberikan surat himbauan kepada para pemilik tanah di lahan tersebut dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan. Akan tetapi anjuran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum paksa sehingga jalan keluarnya adalah pemda tidak memberikan IMB bagi masyarkat yang hendak mendirikan di aeral tanah pencadangan tersebut.  Kondisinya, saat ini telah berdiri lebih dari 100 bangunan di areal tersebut. Pada perkembangannya, jumlah bangunan diprediksi akan terus meningkat sehingga ketika Lanud akan membebaskan lahan pencadangan tersebut, kemungkinan besar harga lahan melambung dan menimbulkan konflik dengan warga. Terkait dengan hal tersebut, Lanud meminta agar segera dianggarkan pembebasan lahan di areal lahan pencadangan untuk mencegah konflik yang lebih besar. 
Terkait dengan berbagai persoalan di atas, Lanud Pekanbaru menyampaikan 3 (tiga) permohonan, yaitu:

· Peningkatan alokasi pertahanan atau alutsista bagi Lanud Pekanbaru,

· Dukungan bagi sarana prasarana penunjang personel (rumah negara),

· Realisasi perizinan penggunaan lahan untuk AWR

e.
Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 13/ BS

Batalyon Arhanudse 13/BS sebagai satuan Arhanud yang berada langsung di bawah Kodam I/BB yang pelaksanaan tugas pokoknya diarahkan untuk melaksanakan operasi Pertahanan Udara dalam rangka Operasi Pertahanan Udara Nasional guna melindungi Obyek Vital yang berada di wilayah Pekanbaru sekitarnya. Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya, efektifitas alut sista merupakan salah satu faktor terpenting untuk mengukur sejauh mana satuan dapat melaksanakan tugas pokoknya. Efektifitas suatu alut sista hanud minimal ditentukan oleh beberapa hal, antara lain kondisi unit-unit pelaksana fungsi hanud (radar, alat kendali tembak dan satuan tembak), alat komunikasi, munisi dan kendaraan. Tingkat kesiapan komponen-komponen tersebut sangat mempengaruhi efektifitas alut sista dalam  melaksanakan tugas pokoknya.
Berdasarkan hasil paparan dan tinjauan langsung di lapangan, Komisi I DPR RI melihat bahwa kesiapan alutsista yang ada pada Arhanudse 13/BS dalam memayungi wilayah dari serangan udara aktif, dinilai sangat rendah dan jauh di bawah standar, baik fungsi Deteksi, fungsi Identifikasi, fungsi Tracking dan fungsi Destruks. Rendahnya kesinambungan operasi karena jumlah munisi yang sedikit, tidak tersedianya alat komunikasi dan minimnya jumlah kendaraan. Sehingga, apabila ada kontijensi, Arhanudse diperkirakan tidak akan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan optimal. 

Untuk alat komunikasi, pada pelaksanaan operasi pertahanan udara nasional, Batalyon Arhanudse 13/BS berperan sebagai Dahanud di-BKO-kan kepada Kosek Hanudnas III di Medan. Sehingga jalur komunikasi ke atas dilaksanakan dari Dahanud ke Kosek dan jalur komunikasi kebawah dari Dahanud ke Baterai-Baterai serta dari Baterai ke 

Dari data alat komunikasi, maka  analisa efektifitas alat komunikasi pada pelaksanaan tugas operasi sebagai berikut :
· Jalur komunikasi Dahanud – Kosek.  Jaring komando dan pengendalian menggunakan Radio TRX HP SSB HARRIS. Untuk pengiriman berita sasaran tidak tersedia alat komunikasinya.

· Jalur komunikasi Dahanud – Baterai.  Tidak tersedia alat komunikasi untuk jaring komando dan pengendalian, berita sasaran, intel, meteo dan peringatan setempat. 

· Jalur komunikasi Baterai – Peleton.    Tidak tersedia alat komunikasi untuk jaring komando dan pengendalian, administrasi dan logistik, peringatan setempat dan koordinasi. 


· Jalur komunikasi Peleton – Pucuk meriam.    Bagi sista meriam Tanpa AKT tidak tersedia alat komunikasi, bagi meriam Retrofit menggunakan alat komunikasi dalam sista tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas alat komunikasi untuk mendukung operasi sangat rendah.

Meriam 57 mm S-60 merupakan senjata buatan Rusia tahun 1950-an menjadi aset TNI AD pada tahun 1961. Pada awalnya sista ini bekerja dengan kendali listrik dengan komponen peralatan elektroniknya, namun sejak tahun   1970-an sista ini tidak dapat bekerja lagi dengan kendali listrik dan lebih dikenal dengan sebutan Meriam 57 mm S-60/T.AKT (Tanpa Alat Kendali Tembak)

Guna mengembalikan meriam pada kendali listrik, maka pada tahun 1991 TNI AD bekerjasama dengan perusahaan senjata dari negara Jerman melaksanakan retrofitting meriam 57 mm S-60, dengan mengubah seluruh peralatan listrik dari komponen utama tabung radio dengan semi konduktor/solid state dan beberapa perubahan lainnya termasuk dihilangkannya alat kendali manual (jentera) pada meriam ini. Hasil retrofitting meriam ini disebut Meriam 57 mm S-60 Retrofit.

Karakteristik kemampuan Meriam 57 mm S-60 T yang dimiliki Arhanudse 13/BS adalah sebagai berikut:
· Fungsi Deteksi dilaksanakan secara manual (karena tidak ada radar). Pengiriman berita sasaran dari Kosek - Dahanud - Baterai – Peleton - Pucuk Meriam tidak ada alat komunikasinya.
· Fungsi Identifikasi dilaksanakan secara manual (karena tidak ada radar). Pengiriman berita sasaran dari Kosek - Dahanud - Baterai – Peleton - Pucuk Meriam tidak ada alat komunikasinya.
· Fungsi Penjejakan dilaksanakan secara visual dan manual.
· Fungsi Penghancuran dilaksanakan secara manual. Dari 24 pucuk Meriam 57 mm S-60 T. AKT yang siap melaksanakan operasi hanya 12 pucuk, 5 pucuk di Baterai P dan 7 pucuk di Baterai R.

Karakteristik kemampuan Meriam 57 mm S-60 Retrofit (Baterai Q) yang dimiliki Arhanudse 13/BS adalah sebagai berikut:
· Fungsi Deteksi dilaksanakan secara elektronik oleh radar. Pengiriman berita sasaran dari Kosek - Dahanud - Baterai tidak ada alat komunikasinya. Dari Peleton - Pucuk Meriam melalui alat komunikasi yang ada di sistem tersebut. Dari 3 unit radar, 3 unit rusak.
· Fungsi Identifikasi dilaksanakan secara optik melalui FCS karena tidak ada IFF pada radar. Pengiriman berita sasaran dari Kosek - Dahanud - Baterai tidak ada alat komunikasinya. Dari Peleton - Pucuk Meriam melalui alat komunikasi yang ada di sistem tersebut. Dari 3 unit FCS, 1 unit siap operasional sedangkan 2 unit.
· Fungsi Penjajakan dilaksanakan secara optik elektronik oleh FCS yang diikuti oleh pucuk-pucuk meriam. Saat ini penjajakan elektronik tidak dapat dilaksanakan karena kerusakan unit listrik di pucuk-pucuk meriam.
· Fungsi Penghancuran: Dengan tidak berfungsinya unit listrik pada seluruh meriam, maka fungsi penghancuran tidak dapat dilaksanakan sesuai arah yang ditentukan.

Dari uraian analisa terhadap 2 jenis sista yang dimiliki Arhanudse 13/BS tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas alut sista di seluruh Baterai, sangat rendah. Rendahnya efektifitas Baterai meriam Tanpa AKT karena tidak adanya radar dan Alat Kendali Tembak serta rusaknya beberapa meriam. Sedangkan rendahnya efektifitas Baterai meriam Retrofit karena tidak berfungsinya unit listrik di semua pucuk meriam, sementara peralatan manual sudah dihilangkan
Simulasi perhitungan efektifitas MKB yang ada adalah sebagai berikut :

· -Jumlah total munisi
:  7.740 butir.
· Terdapat 3 Baterai tempur
:  2.580 butir/Baterai.
· Terdapat 12 pucuk meriam tiap Baterai
:     215 butir/Pucuk

Bila secara teknis kecepatan menembak meriam 70 butir/menit (tergantung keterampilan awak), maka tiap pucuk hanya mampu bertahan operasi selama + 3 menit (tembakan terus menerus). Sehingga apabila serangan udara lebih dari 4 menit dengan tingkat intensitas tinggi, maka kemampuan meriam yang dimiliki sudah tidak lagi berfungsi. Dapat disimpulkan bahwa efektifitas munisi untuk mendukung operasi sangat rendah, khususnya dari segi berkesinambungannya (sustainability) operasi. 

Dari data kendaraan, maka analisa efektifitas kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasi sebagai berikut :

· Kendaraan penarik yang ada kurang, bila dihadapkan jumlah materiil yang harus ditarik/diangkut (meriam, FCS, generator, radar dan munisi).  
· Pelaksanaan perpindahan taktis untuk menuju ke daerah gelar terkendala oleh keterbatasan kendaraan penarik yang hanya berjumlah sepertiga dari jumlah Sista yang harus ditarik. Pelaksanaan penggelaran tidak dapat dilaksanakan secara serentak oleh semua Baterai, dan harus dilaksanakan secara bertahap dan bergantian.

Untuk perumahan, belum semua prajurit terdukung oleh rumah dinas. Arhanudse mengharapkan pada APBN 2012 dialokasikan rumah dinas bagi prajurit sebanyak 40 unit.

f.
Kompi Kavaleri Panser 

Kompi Kavaleri Panser atau Kikavser Kodam I/BB adalah sebagai satuan yang berada langsung di bawak Kodam I/BB yang melaksanakan operasi pertempuran di darat yang  bersifat mobile dengan menggunakan kendaraan tempur lapis baja. Dalam kunjungan ini, Tim Komisi I DPR RI langusung meninjau gelar kesiapan panser yang dimiliki oleh Kikavser Dam I/BB ini. Dalam pengamatan langsung tersebut, tim menemukan berbagai kondisi sebagai berikut:
1. Senjata berat tidak didukung oleh amunisi yang memadai. Secara ideal, setiap orang seharusnya didukung oleh  50 butir pertahun, namun hanya terdukung 5 butir pertahun. Untuk mengantisipasi kekuarangan tersebut, Kikavser melakukan laithan drill kering. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya personel dalam menembak senjata berat. 
2. Munisi Kikavser Dam I/BB merupakan munisi produk pindad dengan spesifikasi jarak atau daya jelajah mencapai 2000 m atau 2 km. Kenyataannya, munisi tersebut hanya berjarak 500 meter saja, atau seperempat dari kemampuan yang dikehendaki.

3. Terbatasnya jumlah kendaraan tempur sehingga dalam latihan dilakukan sistem bergilir. Kondisi ini mengakibatkan latihan kurang maksimal. Iddealnya, Kikavser didukung oleh 19 unit kendaraan tempur, namun hanya terdukung  5 unit saja dengan kondisi yang sudah tidak layak untuk digunakan dalam medan pertempuran. Kendaran tempur yang ada adalah buatan Rusia tahun 1962 yang kemudian diretrovit pada tahun 1997 dan 2004. Keterbatasn suku cadang dan anggaran mengakibatkan ranpur menggunakan suku cadang campuran atau modifikasi sehingga tidak orisinil. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada alat atau fungsi lain, khsusnya rem kopling.
4. Kendaraan tempur panser merupakan kendaraan lapis baja yang diharapkan mampu bergerak cepat di dalam perkotaan. Dengan demikian, kendaraan ini harus dilengkapi oleh persenjataan atau teknologi yang mendukung kelancaran operasional. Kendaraan yang dimiliki Kikavser, selain sudah berusia tua, juga tidak didukung oleh peralatan yang memadai, seperti dukungan alat komunikasi. Dukungan alat komunikasi yang ada adalah radio AN/VRC 64 dengan kondisi kurang maksimal karena usia tua dan daya pancar rendah sehingga sering putus. Untuk mengatasinya, digunakan HT atau bahkan hand phone (HP). Kondisi ini tentu saja tidak sesuai dengan standar militer karena HT dan HP mudah sekali untuk dibajak informasinya. Selain itu, kendaraan tempur yang terbuat dari lapis baja tersebut juga tidak dilengkapi dengan alat pendingin sehingga pasukan yang berada di dalamnya ibarat masuk dalam alat pemanggang.

5. Untuk alat angkut personel, idealnya adalah 6 unit. Dalam kenyataannya, Kikavser tidak memiliki kendaraan angkut tersebut sehingga ketika akan latihan atau pengerahan pasukan terpaksa pinjam kepada satuan lain atau sewa menggunakan kendaraan umum

6. Dalam persoalan perumahan, tidak semua personel terdukung oleh rumah dinas sehingga sebagian harus mengontrak rumah. Kondisi ini berpengaruh terhadap kesiapan pasukan khususnya ketika terjadi pengerah pasukan.

g.
Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.03 Pekanbaru Kesdam I/BB

Detasemen Kesehatan Wilayah atau Denkesyah Pekanbaru merupakan satuan dalam jajaran Kodam I/BB yang menyelenggarakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan terhadap prajurit dan PNS Angkatan Darat beserta keluarganya. Dalam perjalanannya, Denkesyah tidak hanya melayani pasien dari TNI AD, tetapi juga dari masyarakat sipil. Denkesyah Pekanbaru memiliki sebuah rumah sakit kelas 4. Karena Denkesyah dalam prakteknya tidak hanya melayani anggota TNI tetapi juga masyarakat umum, Denkesyah berharap kelas rumah sakit yang ada meningkat menjadi kelas 3. Peningkatan kelas ini tentu saja berimplikasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana, khususnya peralatan medis, dan juga SDM yang bergerak dalam bidang medis, khususnya dokter.

Dalam menyelanggarakan fungsinya tersebut, Denkesyah memiliki kendala antara lain:

1. Dukungan alat kesehatan kurang lengkap. Denkesyah telah mengajukan permohonan alat-alat kesehatan ke tingkat pusat, namun setelah 4 tahun belum ada tanggapan. 

2. Keterbatasan sumber daya manusia tenaga medis, khususnya dokter. Untuk mengatasinya, Denkesyah bekerjasama dengan pihak rumah sakit umum baik pemerintah maupun swasta.

3. Kurang terdukung oleh ambulance (hanya 2 unit). Ambulance yang ada merupakan pemberian dari PT. Chevron dan usianya sudah sangat tua.
4. Bidang atau bagian perawatan yang dilayani oleh Denkesyah bukan bagian yang sifatnya permanen, melainkan temporer, dan tenaga medis yang adapun bukan tenaga medis yang berasal dari Denkesyah melainkan dari rumah sakit lain
5. Lahan yang ditempati oleh Denkesyah bukan lahan miliki TNI, melainkan milik Dinas Kesehatan.
2. 
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Terkait dengan bidang tugas komunikasi dan informasi, Komisi I DPR RI menerima laporan dan masukan dari bidang terkait yang terdiri dari beberapa unsur yaitu: Balmon, TVRI, RRI, KPID, PT. Pos Indonesia, PT. Telkom, dan LKBN Antara. Dalam kesempatan tersebut, turut juga hadir pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Dinas kominfo Pemda Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPR RI menilai adanya hubungan yang tidak harmonis serta koordinasi dan komunikasi yang kurang baik khususnya antara unsur-unsur komunikasi dan informasi di daerah dengan pusat. Di hadapan Komisi I DPR RI, terjadi perdebatan antara pelaku kominfo di daerah dengan kominfo pusat/pemerintah dan upaya saling menyalahkan terkait persoalan mekanisme perijinan, dukungan angaran dan lain sebagainya.
Berikut adalah hasil paparan yang disampaikan bidang kominfo kepada Tim Kunker Komisi I DPR RI.

a. 
Balai Monitor

Balai Monitor Riau merupakan lembaga penyedia jasa pemantauan spektrum frekuensi radio dan informasi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pengguna frekuensi yang legal dan semua pihak yang terkait. Spektrum frekuensi radio merupakan aset nasional yang amat vital dan strategis yang bernilai tinggi bagi negara sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadapnya melalui Balai Monitor agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Balai Monitor antara lain untuk melaksanakan pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio, pengukuran/ pengujian, deteksi lokasi sumber pancaran; pelayanan/pengaduan masyarakat; penertiban dan penyidikan; pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi perangkat. Balai Monitor Riau menghadapi tantangan yang cukup berat dalam bidangpengawasan frekuensi ini karena banyak sekali beroperasi radio yang tidak memiliki izin siaran. Pada tahun 2010 PPNS Balai Monitor Kelas II Pekanbaru, berhasil melaksanakan proses Penyidikan pelanggaran Telekomunikasi (Spektrum Frekuensi Radio) sebanyak 3 (tiga) berkas perkara dan telah mendapatkan putusan Pengadilan
b.
TVRI 
Riau, sebagai wilayah yang memiliki banyak perbatasan, sangat berkepentingan terhadap hadirnya sebuah stasiun TVRI yang mampu memiliki siaran yang baik dengan didukung oleh perlengkapan yang baik dan SDM yang mumpuni pula. Sehingga masyarakat yang menempati wilayah perbatasan dapat dengan baik menangkap stasiun TVRI dengan baik dan mengenal Indonesia secara lebih baik pula. Namun kenyataannya, kondisi TVRI sangat memprihatinkan. Selama ini, masyarakat perbatasan justru lebih familiar dengan informasi negara-negara tetangga dibandingkan negaranya sendiri, Indonesia. Apabila tidak diantisipasi secepat mungkin, lambat namun pasti, akan meluruhkan semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan sebagai warga negara Indonesia.

Dalam kunjungan langsung terhadap stasiun TVRI Riau, sarana atau perlengkapannya jauh dari kondisi ideal karena kurangnya karena kurangnya biaya perawatan. TVRI Riau hanya memiliki 1 Satuan Transmisi VHF dengan usia yang sudah sangat tua. Jenis transmisi VHF ini sangat tertinggal dibanding dengan jenis transmisi televisi lainnya  yang menggunakan UHF. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas siaran yang diberikan TVRI Riau di daerah serta daya jangkau siarannyapun hanya 1 km (dari yang seharusnya 10 km). TVRI Riau juga hanya memiliki 1 studio untuk berita dan wawancara dengan fasilitas seadanya. Ruang 

c.
RRI 
Permasalahan utama yang disamapikan oleh RRI Pekanbaru adalah persoalan perijinan yang sentralistik sehingga memakan waktu dan proses yangsangat lama. Sebagai contohnya adalah RRI Pro 3 Pekanbaru. Keberadaan RRI Pro 3 ini dianggap sebagai siaran illegal karena belum memiliki ijin. Alasan tidak adanya ijin tersebut adalah proses yang lama dan mekanisme yang berbelit-belit. Namun sampai saat ini Pro 3 masih tetap siaran berlindung dibalik uniform sebagai lembaga milik pemerintah. Terkait dengan kasus Pro 3 tersebut, Komisi I melihat adanya disinformasi dan kesenjangan komunikasi antara RRI dengan KPID, Balmon, Dinas Kominfo Riau dan Kominfo pusat.

d. 
KPID

Eksistensi KPID Riau baru berumur 10 bulan. Dalam masa rentang waktu tersebut, KPID telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait tayangan atau materi siaran media yang berada di Riau. Dalam kesempatan ini, KPID Menyampaikan berbagai permasalahannya sebagai berikut:

1. Proses perizinan yang panjang (birokrasi yang panjang, waktu pelayanan lama)
2. Masih banyak radio dan dan televisi yang belum punya izin
3. Frekwensi di Pekanbaru sudah habis
4. Take over  perusahaan (jual beli saham perusahaan)
5. Persaingan usaha 
6. Adanya dominasi frekwensi, content, kepemilikan oleh TV berjaringan
7. Sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan
8. Terjangan siaran asing di daerah perbatasan
PT. Pos Indonesia

Dibandingkan dengan PT.Pos-PT.Pos yang ada di Indonesia, PT.Pos Riau relatif mampu mengembangkan dan meningkatkan profitabilitasnya. PT.Pos Riau termasuk dalam devisi regional II bersama dengan PT.Pos Sumbar dan Kepri. Diantara PT.Pos Sumbar dan Kepri tersebut, PT.Pos Riau memberikan laba terbesar di wilayahnya.
PT. Telkom, 

Dalam upaya pengembangan bisnisnya, PT Telkom di Riau membutuhkan beberapa dukungan terkait:

1. Ketersediaan catuan listrik, stabilitas daya listrik dan penambahan daya listrik untuk alat produksi / network di USO area
2. Ketersedian network duct yang terintegrasi dengan utilitas lain di kota besar
3. Proteksi dan prevensi dari vandalisme terhadap network element telekomunikasi
4. Kemudahanan perizinan dalam penggelaran infrastruktur fasilitas telekomunikasi
5. Program Subsidi 1 Rumah 1 Komputer, seperti di Malaysia dan Vietnam untuk percepatan penetrasi Broadband 
LKBN Antara 
LKBN Antara Riau memiliki dalam melaksanakan tugasnya hanya didukung oleh 5 orang wartawan untuk mengcover berita dari seluruh Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota. Meskipun selama ini LKBN Antara Riau mampu untuk tetap bekerja menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, namun jumlah SDM yang ada perlu untuk ditingkatkan terkait semakin beratnya tantangan yang ada. Terkait dengan persoalan Kominfo di Riau, LKBN Antara Riau menyampaikan beberapa temuan di lapangan, antara lain yaitu:
1. Susahnya proses untuk mendapatkan izin pembangunan menara dalam rangka mendukung pembangunan telekomunikasi terpadu

2. Jaringan telekomunikasi di pulau terdepan terbengkalai sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang ada tersebut.

BAB III
KESIMPULAN, SARAN-REKOMENDASI DAN PENUTUP
I. 
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan maupun tinjauan langsung yang dilakukan oleh tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI terhadap kesiapan sumber daya manusia serta sarana maupun prasarana yang ada pada beberapa mitra kerja di Propinsi Riau, Komisi I DPR RI menyimpulkan bahwa sebagian besar kondisinya masih jauh dari kondisi ideal. Untuk itu, perlu adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan pada sektor peningkatan SDM, pemenuhan logistik/perlengkapan/sarana/prasana, serta peningkatan kesejahteraan.

Bidang pertahanan dinilai tidak siap dan tidak akan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal apabila ada kontijensi dari pihak-pihak musuh terkait dengan kondisi alutsista yang minim dan berusia tua. Bidang telekomunikasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mempersatukan Indonesia serta menanamkan nilai-nilai dan semangat nasionalisme kepada masyarakat, terhambat oleh persoalan klasik (anggaran) dan juga persoalan koordinasi yang buruk antara pusat dan daerah. Sementar itu, bidang intelijen kurang mampu menjalankan tugasnya dengan baik karena keterbatasan SDM serta masih kuatnya anutan terhadap paradigma yang masih tradisional.
II.
SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT

Terkait dengan laporan dan hasil temuan tersebut di atas, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan saran kepada pemerintah pusat untuk segera memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan para pelaksana tugas mitra Komisi I di Propinsi Riau.berdasarkan hal tersebut, tim kunjungan kerja Komisi I DPR  menyampaikan berbagai rekomendasi sebagai berikut:

A.
PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI DAN KEPOLISIAN DAERAH RIAU
1. Bekerjasama dengan berbagai lembaga yang memiliki unsur intelijen, khususnya Poswil BIN Riau untuk mengaktifkan dan memberdayakan Kominda secara optimal. 
2. Sebagai tempat yang akan digunakan untuk latihan kerjasama militer antara TNI dengan pasukan militer singapura, serta sebagai tempat bagi latihan nasional seluruh unsur PPRC dalam satuan TNI, pemerintah daerah dan pemerintah propinsi agar segera mempersiapkan diri dalam rangka mendukung kelancaran latihan tersebut. 
3. Terkait dengan adanya pulau-pulau terluar di Riau yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain, Komisi I DPR RI minta agar pemerintah daerah Riau memberikan perhatian khusus terhadapnya, baik dalam bidang pertahanan, intelijen maupun telekomunikasi.
4. Asap akibat kebakaran hutan tidak hanya mengganngu kesehatan dan aktivitas di dalam negeri, tetapi juga hubungan dengan negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Terkait dengan masih adanya indikasi kesengajaan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, Pemda bekerja sama dengan pihak kepolisian harus terus menerus melakukan sosialisai terhadap warga terkait bahanya pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran. 

5. Sebagai wilayah yang rawan daribencana alam, khususnya kebakaran hutan, Pemda Riau perlu menambah jumlah helikopter sebagai armada yang digunakan untuk memantau titik-titik api, sekaligus sebagai sarana patroli udara untuk menjaga keamanan wilayah perkebunan dan perhutanan.
B.
BIDANG PERTAHANAN

1. Seluruh satuan TNI yangberada di Riau dan sekitarnya tidak didukung oleh alutsista yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, agar pemerintah sesegera mungkin melakukan pengadaan materi alutsista berdasar skala prioritas.
2. Sebagian rumah dinas yang ada tidak lagi layak untuk ditempati dan perlu segera untuk dibangun rusunawa atau rusunami. Rumah dinas yang kini ditempati direnovasi dengan dana swadaya dan tanpa ada bantuan dari pusat. Terkait dengan hal tersebut, maka:

a. Pemerintah segera mewujudkan perumahan bagi para prajurit TNI dan PNS yang ada di seluruh satuan TNI yang ada

b. Khusus untuk Arhanudse diharapkan pada APBN 2012 dialokasikan rumah dinas bagi prajurit sebanyak 40 unit.

3. Peningkatan bagi fasilitas dan logistik di bidang medis serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis

4. Suplai BBM terhadap satuan TNI tidak diberikan dalam bentuk rupiah melainkan dalam bentuk kuantum. Hal ini karena harga BBM cenderung mengalami kenaikan sehingga kerap mengalami defisit anggaran. 
5. Peningkatan anggaran untuk binter atau binpotmar serta peningkatan dana kesejahteraan bagi para para babinsa yang merupakan ujung tombak di lapangan yang selama ini hanya diberi tunjangan 50.000 perbulan. 
6. Binter dan TMMD lebih baik bersinergi dengan kementerian lainnya untuk mensiasati dan efektifitas anggaran melalui penciptaan MoU, juga untuk mensinergikan program dan anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan proigram dan anggaran oleh berbagai instansi pemerintah pada kegiatan yang sama
7. Sebagai wilayah yang akan dijadikan tempat bagi latihan bersama antara TNI dengan militer Singapura serta latihan nasional PPRC seluruh satuan TNI, maka untuk mendukung kelancaran program tersebut serta untuk menjaga citra bangsa dan negara di mata negara lain, Pemerintah secepatnya melengkapi kebutuhan logistik dan sarana prasana yang memadai. 

8. Pemerintah segera merealisasikan anggaran dana untuk pembebasan tanah pencadangan demi menghindari konflik di masa yang akan datang
C.
BIDANG KOMINFO

1. Pemerintah pusat perlu meningkatkan koordinasi, kerjasama harmonis serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada dengan pelaku kominfo di daerah sehingga tidak terjadi ketegangan, miskomunikasi, kesenjangan dan sikap saling menyalahkan

2. Terkait persiapan PON di Riau, Komisi I DPR RI akan memfasilitasi anggaran yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas kominfo di daerah Riau

3. Adanya sentralisasi perijinan maupun pencabutannya bagi para pelaku penyiaran menjadikan proses tersebut memakan waktu panjang dan berbiaya tinggi sehingga perlu segera dipertimbangkan mekanisme desentralisasi perijinan
4. Telekomunikasi, komunikasi dan informatika merupakan bagian dari infrastruktur lain yang sangat penting untuk dipelihara dan dikontrol keberadaan dan pemanfaatannya. Terkait dengan hal tersebut agar seluruh pihak menggunakan frekuensi dan jaringan yang ada secara maksimal demi kepentingan publik namun melalui mekanisme yang benar, legal dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.
II.
PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Riau dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010 – 2011. Kami harapkan hasil kunjungan kerja tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
KETUA,
DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si
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